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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Tindak pidana korupsi yang sudah semakin kompleks penegakan hukumnya, dengan semakin canggih cara

pelaku dengan dibarengi oleh tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu otomatis mengalami kesulitan

pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Kebanyakan hanya dengan beban pembuktian biasa yang

kebanyakan diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi jarang bisa mendapatkan kembali aset-aset

yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi kepada Negara. Pemecahan permasalahan tersebut dengan

menggunakan rezim anti pencucian uang yang lebih mudah dalam tahap pembuktiannya dan terfokus

kepada pengejaran aset. Oleh karena itu diharapkan pada setiap kasus tindak pidana korupsi apabila

memungkinkan gunakan pula aturan pada undang-undang pencucian uang, untuk mempermudah 

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>

Current law enforcement for criminal acts of corruption are increasingly complex, with more ingenious

ways of its perpetrators and coupled with a criminal offence of money laundering. So automatically, law

enforcement agencies are having difficulty at the stage of proof in the Court of session. Mostly just with the

usual burden of proof is often regulated in law the crime of corruption. and also it is very rare to be able to

get back the assets allegedly derived from criminal acts of corruption to the country. Solving these problems

by using the antimoney laundering regime more easily in his evidentiary stage and focused to the pursuit of

the assets. Therefore expected in each case the crime of corruption if possible use also rules on money

laundering legislation, to make it easier to prove relation to seizure of assets.</i>
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